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SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE
Nomor : 88/KMS.W1-A5/SK. OT.1.6/1/12024

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH SYAR ITYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025

KETUA MAHKANMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

lenimbang : a Bahwa rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas
kinerja Mahkamah Syariyah Lhokseumawe, sebagai
indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra
Mahkamah Syariyah Lhokseumawe 2020-2024 dan
kebijakan Mahkamah Agung, maka perlu ditetapkan
Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syariyah
Lhokseumawe 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan
Keputusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe
tentang Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar‘iyah Lhokseumawe tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung ( lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia 3316 )
seébagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958 );

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional;




Menetapkan

Pertama

Kedua

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/OS/M.PAN/S5/2007 tentang Pedoman
Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l. Nomor
MA/SEK/07111i/20086 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung R.1;

Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor
100/KMA/HK.C1/VII/2013 tentang hasil inventarisir dan

Telaahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 fahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

MERMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH
LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KINERJA
TAHUNAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025

Rencaha Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini, meupakan acuan
ukuran kinerja di lingkungan Mahkamah Syariyah
Lhokseumawe;

Rencana Kinerja Tghunan ini merupakan alat untuk
menyusun  perencanaan tahunan, pelaporan
akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi
pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan
Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/Q9/M.PAN/S/2007;




Keputusan ini berlaku sejak disahkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

Ditetapkan di . Lhokseumawe
Pada Tanggal 2 Januari 2024

YEDI SUPARMAN , S.H.l.,, M.H.
NIP, 197606062005021001



RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025
TUJUAN TARGET SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR o URAIAN i 2025 PROGRAM  KEGIATAN oSt o TARGET
Terwujudnya Persentase perkara Terwujudnya Persentase perkara Program Peningkatan
Peradilan yang perdata agama yang Proses perdata agama Peningkatan | Manajemen
pasti, diselesaikan tepat Peradilan yang yang diselesaikan Manajemen Peradilan
Transparan dan waktu 90 % Sederhana, tepatwaktu 80 % 80 % 100 % Pengadilan Agama Persentase perkara 600
Akuntabel Cepat, Biaya Agama perdata agama yang pkr
Ringan, diselesaikan tepat
Transparan dan waktu
Akuntabel
Persentase perkara jinayat Persentase Persentase perkara
yang diselesaikan tepat perkara jinayat Jjinayat yang 600
waktu 9 % yang diselesaikan 9% % 5% diselesaikan tepat waktu pkr
tepat waktu
Persentase Perkara yang Persentase Persentase Perkara
Tidak Mengajukan Upaya 85 % Perkara yang Tidak 85 % 85 % 95 % yang Tidak Mengajukan 558
Hukum Banding Mengajukan Upaya Upaya Hukum Banding pkr
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Persentase Perkara Persentase Perkara
Tidak Mengajukan Upaya 5 Yang Tidak Yang Tidak
Hukum Kasasi 90 % Mengajukan Upaya 90 % 80 % 95 % Mengajukan Upaya 5?:
Hukum Kasasi Hukum Kasasl P
Persentase Perkara Anak 0% Persentase Perkara 0% 0% 0% 0
yang Diselesaikan dengan Anak yang pkr
Diversi Diselesaikan
dengan Diversi
Tndex Persepsi Pencarl 90 % index Persepsi 90 % 98% | 98% Index Persepsi Kepuasan
Keadilan Yang Puas Pencari Keadilan Pencari Keadilan Yang
Terhadap Layanan Yang Puas Puas Terhadap mencapai
Peradilan Terhadap Layanan Layanan Peradilan 98%
Peradilan
Peningkatan Persentase Salinan Peningkatan Persentase Salinan Program Peningkatan Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Perkara Efektivitas Putusan Perkara Peningkatan | Manajemen Putusan Perkara
Pengelolaan Perdata Agama yang 95 % Pengelolaan Perdata Agama 95 % 95 % 95 % Manajemen Peradilan Perdata Agama yang 800
Penyelesaian disampalkan ke para Penyelesaian yang disampaikan Pengadilan Agama disampaikan ke para
Perkara Pihak tepat waktu Perkara ke para Pihak tepat Agama Pihak tepat waktu pkr
wakiu
Persentase Salinan Persentase Salinan Persentase Salinan
Putusan Perkara Putusan Perkara - Putusan Perkara
Jinayat yang 9 % Jinayat yang B8:% B3-% 98 % Jinayat yang 6?‘2
disampaikan ke para disampaikan ke para disampaikan ke para L
Pihak tepat waktu Pihak tepat wakiu Pihak tepat waktu
Persentase perkara Persentase perkara Persentase perkara
yang diselesaikan 10 % yang diselesaikan 10 % 10 % 10 % yang diselesaikan 10%
melalul mediasi. melalui mediasi. melalui mediasi. berhasil
minimal
Meningkatnya Persentase perkara Meningkatnya Persentase perkara Program Peningkatan Persentase perkara
akses Peradilan prodeo yang akses Peradilan | prodeo yang Peningkatan | Manajemen prodeo yang 21,000,000
bagi Masyarakat | diselesaikan 98 % bagi Masyarakat | diselesaikan 98 % 98 % 100 % | Manajemen Peradilan diselesaikan 60 s
Miskin dan Miskin dan Pengadilan Agama
Terpinggirkan. Terpinggirkan. Agama pkr
Persentase Perkara Persentase Perkara Persentase Perkara
yang Diselesaikan di i yang Diselesaikan yang Diselesaikan di
Luar Gedung 98 % di Luar Gedung % 83 % 100-% Luar Gedung 60 pkr
Pengadilan Pengadilan Pengadilan




Persentase pencari
keadilan golongan

Persentase pencari
keadilan golongan

Persentase pencari
keadilan golongan

30.000.000

tertentu yang mendapat 100 % tertentu yang 100 % 100% | 100 % tertentu yang mendapat 450 jI

layanan bantuan hukum mendapatlayanan layanan bantuan hukum

(Posyankum ) bantuan hukum ( Posbakum )

( Posyankum )
Meningkatnya Persentase putusan 90 % Meningkatnya Persentase putusan 20 % 90 % 100 % |Program Peningkatan Persentase putusan 1
kepatuhan terhadap| perkara perdata yang kepatuhan perkara perdata [Peningkatan Manajemen perkara perdata yang
putusan Pengadilan ditindaklanjuti terhadap putusan | yangditindaklanjuti Manajemen Peradilan ditindaklanjuti
(Eksekusi) Pengadilan (Eksekusi) IPengadilan Agama (Eksekusi)
Agama

Lhokseumawe, 2 Januari 2024
Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

YEDI SUPARMAN , S.H.I., M.H.
NIP. 197606062005021001
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